A

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang membahas pokok-pokok permasalahan

yang telah dibahas maka dapat disimpulakn sebagai berikut:

a)

b)

Pengaturan mengenai tata cara pemberian perlindungan saksi dan
korban terdapat dalam Pasal 29 UU No. 13 Tahun 2006 tentang
LPSK dan LPSK No. 6 Tahun 2010. Tentang tata cara pemberian
perlindungan saksi dan korban. Sebelum LPSK memberikan
perlindungan para saksi diharuskan mengajukan permohonan
perlindungan dan masih banyak masyarakat yang belum
memahami terkait dengan prosedur tersebut tak jarang membuat
para saksi prosedur tersebut berat sehingga tak jarang banyak
diantara saksi enggan mengajukan perlindungan hukum
diakibatkan terlalu banyaknya prosedur yang harus dilalui serta
masih minimnya penegak hukum terkait perlindungan hukum
terhadap saksi atau persoalan lainnya masih banyak peraturan
perundang-undangan yang belum jelas bagaimana cara
memberikan perlindungan yang tepat untuk saksi.

Keterbatasan yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi,
khususnya: sejumlah persoalan yang diidentifikasi sebagai

kelemahan dari UU Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri.
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B.

Diantaranya yaitu, kendala substansi atau isi undang-undang,
kendala kelembagaan, serta kendala kerja sama antar lembaga.
Disamping itu, peran serata para aparat penegak hukum lain dan
pemerintah masih terasa kurang dalam penegakan dan pemberian
perlindungan terhadap saksi dalam penegakan kasus korupsi.

Saran

a) Saksi dan/atau korban diharapkan dapat memahami terlebih dahulu

b)

terkait dengan prosedur apa saja yang harus dipenuhi dalam
mendapat perlindungan dari LPSK. Disamping itu LPSK harus
rutin memberikan sosialisasi terkait dengan prosedur tentang cara
mendapat perlindungan hukum dan LPSK harus memeberi
kemudahan dalam proses tersebut.

Perlunya peran serta dan kerjasama antara LPSK dengan lembaga
penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK
dalam perlindungan saksi hukum, agar tidak menimbulkan
permasalahan dan tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan

fungsinya terkait dengan penanganan saksi.
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